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Abstrak 
Kelembagaan pendidikan tinggi merupakan frame bagi perguruan tinggi untuk menjalin interelasi 
yang konstruktif dalam menghadapi fase keempat dari revolusi industri. Tulisan ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan untuk dianalisis.  
Penguatan pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif seharusnya diikuti dengan menyeleraskan 
dengan kondisi lingkungan dimana pilar-pilar kelembagaan tersebut direkonstruksi. Kondisi 
lingkungan dalam hal ini terkait dengan letak geografis, kultur dan potensi-potensi yang berbeda 
antara satu daerah dengan daerah lain. Memaksimal peran sinergis governance structure dalam hal 
ini pemerintah daerah, pelaku usaha, media, dan masyarakat dan perguruan tinggi itu sendiri sesuai 
dengan posisi dan peran masing-masing sehingga tercipta iklim kondusif yang dapat memampukan 
perguruan tinggi untuk berdinamika dalam era rovolusi industri fase keempat  
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1. Pendahuluan 
Peradaban dunia bergerak secara bersama dengan perkembangan teknologi 
informasi yang semakin pesat.  Merujuk pada perkiraan yang dikemukakan oleh Alfin 
Toffler [1] seorang futurolog telah mengemukakan hadirnya gelombang ke tiga 
setelah agrikultur dan industri yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 
akan mewarnai corak kehidupan masyarakat di masa mendatang.   Kondisi ini 
tentunya bukanlah lagi menjadi ramalan akan datangnya era baru pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi tapi saat ini menjadi sebuah realitas yang tidak 
dapat dihindari lagi.  
Secara spesifik Klaus Schwab [2] dengan mengacu pada perkembangan industri 
kemudian menyandingkannya dengan kemajuan teknologi informasi sehingga 
melahirkan konsep revolusi industri fase keempat yang menekankan pada digitalisasi 
teknologi informasi dan komunikasi pada semua aktivitas kehidupan yang 
sebelumnya didahului oleh revolusi industri melalui penemuan mesin uap, kemudian 
pengaturan tata kerja melalui division of work dan penemuan listrik menandai era 
revolusi industri ke 2 serta revolusi industri ke 3 diwarnai dengan pemanfaatan 
teknologi informasi dan proses produksi secara otomatis.  Lebih lanjut Gilchrist [3] 
mengemukakan bahwa dasar dari revolusi industri keempat adalah ketersediaan 
semua informasi yang relevan secara real time. 
Pemanfaatan teknologi digital pada semua aspek kehidupan bermasyarakat 
memasuki hampir semua lini aktivitas yang mengatur tata kehidupan masyarakat 
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secara formal tidak terkecuali bidang pendidikan. Pendidikan tinggi sebagai salah satu 
tingkatan pendidikan dan media yang diarahkan untuk menghasilkan sumber daya 
manusia yang mempunyai nilai lebih dari manusia yang lain, ditilik dari sejumlah 
dimensi, baik itu dimensi psikomotorik, kognitif maupun dimensi afektif.  Dalam 
konteks ini pendidikan tinggi merupakan lembaga yang dapat dianalogikan sebagai 
kolam yang berisi air sedangkan ikan, dan segala kehidupan yang ada didalamnya 
dianalogikan sebagai organisasi dan manusia. 
Seiring perkembangan pemanfaatan teknologi dan informasi, terjadi pula 
perubahan yang sangat mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi Indonesia 
pasca reformasi membawa angin segar bagi berjalannya demokrasi yang berujung 
pada bergesernya pendulum penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah 
desentralisasi kewenangan yang lebih besar ke pemerintah daerah.  Namun demikian 
tidak seluruh kewenangan tersebut didelegasikan ke pemerintah daerah diantaranya 
terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh  pemerintah pusat. 
Implikasi penting dari penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan 
pendidikan tinggi ini mengundang sejumlah masalah terutama dalam konteks 
kelembagaan dan adaptasi perguruan tinggi terhadap revolusi industri 4.0. 
Penyelenggaran pendidikan tinggi oleh pemerintah pusat dalam konteks ini tentunya 
akan cenderung membangun konsepsi dan pengkondisian yang menyamakan 
(ishomorphisma) kebijakan terhadap seluruh perguruan tinggi baik di pulau Jawa 
maupun di luar Pulau Jawa karena didasarkan pada regulasi yang ditetapkan dari 
pemerintah pusat. Pada sisi yang lain kultur yang ada pada satu daerah tentunya akan 
berbeda dengan kultur pada daerah yang lain dan hal ini tidaklah mungkin disamakan 
melalui kebijakan yang dilakukan secara terpusat. Kemudian dari aspek adaptasi 
terhadap era revolusi industri 4.0, hal ini menjadi kendala tersendiri mengingat letak 
geografis dan kecukupan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat 
mendukung teknologi digital setiap wilayah di Indonesia akan berbeda satu sama lain.  
Tantangan lainnya yang dikemukakan oleh  Schwab [2] juga menyatakan bahwa 
bagaimana masyarakat mampu meresap dan mengakomodir modernitas baru 
sedangkan masyarakat pada umumnya masih memeluk erat nilai – nilai tradisional.  
Tantangan ini setidaknya menjadi titik tolak untuk mencari solusi efektif untuk 
meredakan ketegangan yang ada di antara masyarakat religius yang mempertahankan 
nilai-nilai fundamental mereka dan mereka yang keyakinannya dibentuk oleh 
pandangan dunia yang lebih sekuler. Selanjutnya tantangan lain khususnya bagi 
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individu bagaimana kemudian setiap individu mampu beradaptasi dengan perubahan 
digital yang semakin masif menerpa pola perilaku, yang berujung pada perubahan 
sikap dan perilaku tanpa harus terseret arus dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
revolusi digital ini.  
Dalam relasinya dengan era revolusi industri 4.0, selama ini sebahagian besar 
dari kita selalu mengarahkan frame berfikir antara revolusi industri dengan konteks 
organisasi.  Artikel ini mencoba untuk mengurai permasalahan dan tantangan yang 
dihadapi dunia pendidikan ditinjau dari perspektif kelembagaan sekaligus mencari 
jalan tengah yang lebih efektif.  Perspektif kelembagaan dalam hal ini dinilai pilar – 
pilar kelembagaan seperti yang dikemukakan oleh Richard Scott [4] yaitu pilar 
regulasi, norma dan kultural-kognitif yang pada gilirannya membentuk iklim 
organisasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. 
 
2. Metode Penelitian 
Artikel ini merupakan penelitian kualitatif melalui penelusuran terhadap 
sejumlah literatul dan data yang dirangkaikan dengan analisis dengan kondisi 
kelembagaan pendidikan tinggi 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Konsep lembaga dan organisasi dalam penggunaanya seringkali dipertukarkan 
dan hal ini berkonstribusi untuk menimbulkan kebingungan. Uphoff [5], Selznick [6], 
dan Parson dalam Scott [4] memberikan batasan untuk memisahkan kedua konsep 
tersebut yang pada intinya mengemukakan institusi merupakan kerangka kerja yang 
berisi norma dan kesepakatan dalam suatu sistem sosial dimana organisasi 
membangun hubungan didalamnya dan bekerja berdasarkan sistem, struktur dan 
sumber daya yang mereka punyai, sehingga pada akhirnya organisasi dapat menjadi 
sebuah lembaga. Sedangkan konsep kelembagaan sendiri merupakan istilah untuk 
menunjukkan segala yang terkait dengan kelembagaan yang oleh Scott [4] 
dirumuskan menjadi tiga pilar yaitu norma, regulasi dan kultural-kognitif. 
 Kemudian dalam konteks revolusi industri 4.0, secara spesifik Klaus Schwab 
[2] mengacu dan lebih berfokus pada perkembangan industri kemudian 
menyandingkannya kemajuan teknologi informasi sehingga melahirkan konsep 
revolusi industri 4.0 yang menekankan pada digitalisasi teknologi informasi. Revolusi 
industri keempat ini memaksa semua pihak terutama lembaga pendidikan tinggi untuk 
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untuk segera bereaksi dan beradaptasi dengan mempersiapkan aspek kelembagaan dan 
organisasi untuk berbaur dalam konteks revolusi industri tanpa harus kehilangan jati 
diri yang merupakan identitas bangsa. 
Menyeleraskan Pilar Kelembagaan dengan Revolusi Industri 4.0 
Merubah orientasi kelembagaan bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, tapi 
menyelaraskan pilar kelembagaan dengan revolusi teknologi informasi yang 
sedemikin masif merupakan suatu hal yang cukup sulit.  Hal ini dimungkinkan karena 
perubahan kelembagaan itu sendiri membutuhkan sebuah proses dimana institusi 
sosial menyiapkan model-menu perubahan yang kemudian berproses dalam aktivitas 
konstitutisional dan menghasilkan produk yang difusinya akan dipaksakan kepada 
governance structure (pemerintah, privat dan masyarakat).  Selanjutnya perubahan 
tersebut diteruskan dan dipaksakan kepada organisasi hingga pada aktor. Siklus yang 
berlaku tersebut merupakan siklus Top Down. Sedangkan siklus Bottom Up kurang 
lebih sama hanya dalam hal ini aktor melakukan reinterpretasi sebuah produk dan 
menegosiasikan hasil interpretasi tersebut ke organisasi selanjutnya seterusnya ke 
governance structure dan selanjutnya diproses dalam aktivitas konstitutif dan diterima 
atau ditolak sebagai model dan menu dalam institusi sosial. 
Dalam hal ini elemen kelembagaan baik itu norma, regulasi maupun kultural-
kognitif secara simultan bukanlah perubahan yang dimaknakan sebagai revolusi tapi 
elemen ini berubah secara bertahap dengan berbagai treatment yang dilakukan baik 
secara Top Down maupun Bottom Up. Dalam konteks kelembagaan pendidikan tinggi, 
pilar kelembagaan ini dituangkan dalam sejumlah dasar penilaian antara lain dasar 
kepatuhan, dasar prosedur penerapannya, mekanisme, dasar logika, indikator, 
pengaruhnya, dan dasar legitimasi. 
Pada pilar regulasi setiap aturan yang dikeluarkan dalam rangka mengatur tata 
kelola perguruan tinggi secara spesifik sepatutnya mengadung muatan yang dapat 
membuat semua pihak dapat mematuhinya sepenuhnya oleh karena itu aturan tersebut 
memuat aspek kelayakan. Makna kelayakan dalam hal ini bahwa adanya 
pertimbangan untuk memperhatikan heterogenitas perguruan tinggi yang tersebar 
diseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data statistik pendidikan tinggi tahun 2017 
[7] terdapat 3.276 perguruan tinggi di Indonesia, seperti yang nampak pada tabel 
berikut : 
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Tabel 1. Sebaran perguruan tinggi di Indonesia tahun 2017 
Wilayah/Status Negeri Swasta Total 
Jawa 48 1.508 1.556 
Luar Jawa 74 1.646 1.720 
Total  122 3.514 3.276 
 
Menilik tabel 1, menunjukkan bahwa lebih dari 52% perguruan tinggi berada 
diluar Pulau Jawa, dan terdapat 50,24 % perguruan tinggi swasta diseluruh Indonesia 
yang tersebar di luar Pulau Jawa.  Data ini setidaknya menjadi dasar pertimbangan 
dalam merancang peraturan terutama terkait dengan revolusi industri 4.0. Hal yang 
menjadi pertimbangan bahwa dari sisi letak geografis, sisi topografi, kondisi sarana 
dan prasarana serta kultur yang hidup dalam suatu daerah akan berbeda-beda satu 
sama lain. Kondisi seperti inilah yang mengharuskan sebuah aturan yang dikeluarkan 
memperhatikan aspek kelayakan dengan kondisi dimana perguruan tinggi tersebut 
berada.  
Selanjutnya terkait dengan pilar normatif, merupakan konsepsi yang merujuk 
pada preskriptif, evaluatif dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini 
perguruan tinggi mempunyai kewajiban sebagai media dalam membentuk sumber 
daya yang berkualitas dan tentunya hal tersebut membutuhkan kepercayaan dari 
masyarakat. Salah satu upaya untuk mendapatkan kepercayaan tersebut melalui 
pengakuan akan kualitas perguruan tinggi.  Pengakuan ini merupakan hal penting 
untuk menjamin eksistensi perguruan tinggi. Salah satu bentuk pengakuan ini melalui 
akreditasi perguruan tinggi, baik itu akreditasi program studi maupun akreditasi 
institusi. 
Pada saat ini berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional [8] terdapat 
17.873 program studi telah terakreditasi dan 8.429 (47,16 %) diantaranya berada di 
luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk akreditasi institusi terdapat 1.727 perguruan tinggi 
yang telah terakreditasi dan 905 (52,40 %) diantaranya berada diluar Pulau Jawa. 
Diasumsikan masih terdapat kesenjangan atas pengakuan eksistensi kuantitas dan 
kualitas antara perguruan tinggi yang ada di dalam dan di luar Pulau Jawa. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa diperlukan pemikiran inklusif yang berarti tidak hanya 
memandang dari masalah ini dari perspektif pusat semata namun juga dari perspektif 
lokal. 
Penilaian pilar kelembagaan yang berorientasi kultural-kognif lebih 
menegaskan perlunya untuk mempertimbangkan aspek kultural dan kemampuan 
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kognisi dari para aktor untuk menginternalisasikan kondisi eksternal dan internal serta 
menginterpretasi sebuah kondisi tersebut. Setiap daerah tentunya mempunyai ciri khas 
dan kultur yang berbeda satu sama lain.  Kondisi ini tentunya tidak selalu dianggap 
sebagai sebuah kelemahan tapi justru menjadi peluang untuk membentuk sebuah 
perspektif global dengan cita rasa lokal.  Dengan ini tentunya dibutuhkan peran aspek 
kognitif untuk memadukan dan menyelaraskan revolusi industri 4.0 dengan kultur 
setempat tanpa harus menghilangkan jati diri lokal.  
Menghadapi revolusi industri 4.0 dalam tinjauan kelembagaan dapat diartikan 
sebagai upaya untuk membangun sikap dan iklim yang kondusif bagi perguruan tinggi 
untuk dapat lebih responsif baik dari aspek struktur, sistem dan sumber daya manusia 
dalam menghadapi perubahan dari pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi dan 
komunikasi yang masif.  Iklim yang kondusif dalam hal ini tentunya terkait dengan 
pilar kelembagaan baik itu regulasi, normatif maupun kultural-kognitif.   
Berdasarkan hal tersebut aspek yang cukup berperan penting adalah bagaimana 
memaksimalkan peran dari aktor.  Aktor dapat dikatakan memegang perang penting 
dalam melakukan interpretasi baik itu terhadap pilar regulatif maupun pilar normatif.  
Aktor dalam konsep ini tidak hanya terbatas pada individu atau orang perseorangan 
saja namun aktor juga mencakup semua pelaku yang eksis dan berpengaruh penting 
baik itu pemerintah, pelaku usaha, media massa, maupun elemen – elemen yang ada 
di masyarakat serta yang tak kalah pentingnya adalah civitas akademika dalam 
perguruan tinggi.  
Pada sisi ekstenal perguruan tinggi sedapat mungkin memampukan peran aktor 
ini tentunya dengan membuka lebar pintu diskresi kelembagaan untuk menilai dan 
melakukan interpretasi terhadap kondisi eksisting serta mendorong untuk 
memunculkan model yang baru untuk menghadapi tantangan era revolusi industri fase 
keempat ini.  Membangun pola hubungan kolaborasi yang saling bersinergi antara 
(governance structure) pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan media informasi 
tentunya memberi nilai positif untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang terkait 
dengan pilar regulatif dan normatif.  Pemerintah daerah dengan kewenangan regulasi, 
kebijakan dan kapasitas memberi pelayanan tentunya mempunyai kewajiban dan 
kepentingan bagi terciptanya sumber daya manusia berkualitas yang dapat 
berkonstribusi pada pembangunan daerah. Pada sisi lain dunia usaha selain 
mempunyai kemampuan keuangan dan berkepentingan terhadap ketersediaan sumber 
daya yang berkualitas juga membutuhkan tinjauan akademik dalam menilai potensi 
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dan kelayakan usaha. Aktor dengan latar media massa tentunya mempunyai peran 
membentuk image dan kesedaran serta dapat menjadi jembatan informasi untuk 
memperluas dan menyampaikan capaian hasil pembangunan serta menjadi instrumen 
kontrol sosial. Sedangkan perguruan tinggi yang mempunyai knowledge sebagai dasar 
dalam membuat konsep. Pada akhirnya masyarakat akan menjadi penikmat dari 
sinergi dari berbagai aktor ini dan mempunyai kepentingan untuk terus menjaga agar 
hasil yang telah masyarakat nikmat dapat terus berkesinambungan dan pada gilirannya 
menghasilkan kepercayaan.   
Selanjutnya pada sisi internal perguruan tinggi, hal  penting lainnya yang perlu 
diperhatikan adalah membangun sebuah iklim yang kondusif bagi penciptaan sikap 
dan lingkungan intelektual. Menurut May Lee dan Yuan [9] tidak ada institusi yang 
lebih penting untuk mengembangkan budaya kreativitas dan inovasi daripada lembaga 
pendidikan. Secara akademik peserta didik diarahkan untuk membentuk dua sikap 
yang utama yaitu sikap tanggung jawab sosial dalam kerangka ilmiah terhadap 
lingkungan sekelilingnya, dan sikap untuk menumbuhkan jiwa inovatif serta 
entepreneurship yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas keilmuan dengan 
memperkuat kemampuan literasi data melalui pemanfaat digitalisasi infromasi yang 
tersebar dijaringan data yang besar.  Sikap ini kemudian digabungkan dengan 
penciptaan suasana akademik yang mendukung pembentukan sikap ini salah satunya 
dengan peningkatan intensitas pendampingan akademik untuk mengarahkan imajinasi 
dan pemikiran kritis peserta didik maupun dengan menyiapkan fasilitas penunjang 
untuk menjaring, memaknai dan memanfaat data atau literatur akademik yang relevan 
dengan bidang keilmuan  
 
4. Kesimpulan 
Pendidikan tinggi dari tinjauan kelembagaan menghadapi sejumlah tantangan 
yang berpengaruh terhadap dimensi organisasi dari perguruan tinggi dan kesiapan 
dalam menghadapi era fase keempat dari revolusi industri. Pilar kelembagaan 
mencakup pilar regulatif, pilar normatif dan pilar kultural-kognitif. Setiap pilar 
kelembagaan secara kontekstual mempunyai potensi masalah yang dapat menghambat 
proses adaptasi perguruan tinggi dalam menyikapi revolusi industri.  Hal yang paling 
nyata adalah perbedaan geografi dan kondisi lokal yang tidak dibarengi perlakuan 
untuk menyikapi perbedaan tersebut. Realitas yang nampak adalah upaya untuk 
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membangun penyamaan konten dari pilar-pilar kelembagaan (isomorfisma) untuk 
diterapkan dalam kondisi yang berbeda. 
Penciptaan sikap dan iklim yang kondusif dalam mempersiapkan perguruan 
tinggi dapat dimulai dengan melakukan sinergitas antara berbagai aktor internal dan 
eksternal (Pemerintah, Swasta, Organisasi Sosial, Masyarakat) perguruan tinggi.  
Tujuan utama dari sinergitas ini untuk menempatkan setiap aktor sesuai dengan posisi 
dan perannya untuk membangun persepsi yang konstruktif tentang bagaimana posisi 
dan sikap perguruan tinggi dalam arus revolusi industri fase keempat. Secara internal 
perguruan tinggi dituntut untuk mengambil keputusan dalam mendorng suasana 
akademik yang kondusif bagi terciptanya sikap inovasi dan enterpreneurship dari 
peserta didik yang dapat menjadi landasan untuk menjalankan tanggung jawab sosial 
terhadap lingkungan sekitarnya.  Kondisi ini didukung dengan penyiapan fasilitas 
untuk menggiatkan kebiasaan literasi data yang bernuansa akademik melalui 
pemanfaat digitalisasi data yang tersebar di jaringan data internet. 
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